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DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALOPO, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam upaya meningkatkan lingkungan yang 
baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat 
kesehatan yang optimal merupaka.n ha.k 
konstitusional warga nega.ra yang dijamin dalam 
Undang-Undang Dasa.r 1945, sehingga menjadi 
kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan 
kebijakan daerah mengena.i upaya kesehatan dan 
kebijakan pengelolaan lingkungan hid up; 

b. bahwa air limbah domestik yang belum dikelola 
berpotensi menimbulkan pencema.ran dan/atau 
kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan 
derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah 
Domestik. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dan Retribusi Secara Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 129, Tamba.han Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3987); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelengga.raan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 





























petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau 
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan 
selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut 
kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan 

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik 
Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. 

BAB XIV 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 37 
(1) Setiap orang atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan- 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 33 
diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 
paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh Iimajuta rupiah); 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran; 

(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan 
pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 38 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kota Palo o. 

Ditetapkan di Palopo 
pada tanggal 12 April 2019 

WALIKOTA PALO O, 
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Diundangkan di Palopo 
pada nggal 12 April 2019 
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